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PUTUSAN
Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tanah  Grogot  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat,  umur  65  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Tukang

Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tertanggal  06  Juli  2020

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan

register  perkara  Nomor  304/Pdt.G/2020/PA.Tgt,  mengemukakan  dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dengan  Tergugat  telah  melangsungkan  pernikahan

pada  hari  Senin  tanggal  19  Oktober  2015,  yang  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tanah

Grogot,  Kabupaten  Paser,  sesuai  Buku  Nikah  Nomor  0438/41/X/2015,

tanggal 19 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

rumah milik Tergugat di Jl. Kusuma Bangsa, Gang Seratai 3, RT.002, Desa

Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
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1. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  sudah

melakukan  hubungan suami  istri (ba’da  dukhul) namun belum dikaruniai

anak;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga  Penggugat dengan Tergugat awalnya

rukun-rukun  saja,  namun  sejak bulan  Desember  2015 rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat memiliki sifat cemburu buta

yang berlebihan, menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria

lain tanpa alasan yang jelas;

3. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  terjadi  lebih

kurang pada  bulan Februari 2020 disebabkan  dengan alasan yang sama,

dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,

Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh

Tergugat  dan  memilih  tinggal  bersama  anak  Penggugat  dari  suami

Penggugat  terdahulu  di  RT.001,  KM.004,  Gang  Sungupi,  Desa  Tepian

Batang,  Kecamatan  Tanah  Grogot,  dan sampai  saat  ini  telah  berpisah

rumah sejak 5 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan

Tergugat sudah  tidak  ada  lagi  hubungan  baik  lahir  maupun  batin  dan

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

4. Bahwa,  dengan  sikap  dan  perbuatan  Tergugat tersebut,  Penggugat

merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup

lagi  berumah  tangga  dengan  Tergugat,  oleh  karenanya  Penggugat

bermaksud bercerai dengan  Tergugat di depan sidang  Pengadilan Agama

Tanah Grogot;

5. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Tanah  Grogot cq.  Majelis  Hakim  untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  dan  selanjutnya  dapat  memutuskan

sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan, yang

relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang, sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa,  Majelis  dalam  persidangan  telah  berusaha  mendamaikan

dengan  jalan  memberi  saran  dan  nasihat  kepada  Penggugat  agar

mengurungkan keinginannya untuk bercerai  dan mencoba kembali  membina

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah namun  tidak  berhasil,

sedangkan  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan

perkara  ini  dilanjutkan  secara  litigasi  diawali  dengan  membacakan  surat

gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  terhadap  gugatan  Penggugat,  Tergugat  tidak  dapat  didengar

jawabannya  dalam  persidangan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bu

kti Surat 

 Fotokopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah Nomor  0438/41/X/2015

Tanggal  19  Oktober  2015  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat  yang

dicatat  dan dikeluarkan oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Tanah  Grogot,  telah  bermeterai  cukup  dan  di-
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nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

II. Bukti Saksi

1. Saksi  1,  umur  26  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser,  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat  dan Tergugat  karena saksi

adalah anak bawaan dari Penggugat;

- bahwa  benar  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang

menikah sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;

- bahwa setelah menikah Penggugat  dan Tergugat  membina rumah

tangga  dan  terakhir  tinggal  di  rumah  Tergugat  di  Desa  Tepian

Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya pasangan

suami isteri namun belum di karuniai anak;

- bahwa  setahu  saksi,  sebelumnya  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga)  tahun terakhir

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  menjadi  tidak  harmonis

dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan  Tergugat  dikarenakan  Tergugat  cemburu  berlebihan  kepada

Penggugat  bahkan cemburu  Tergugat  tersebut  tanpa alasan yang

jelas  seperti  Penggugat  yang  dilarang  ke  sawah  oleh  Tergugat

karena  Tergugat  cemburu  apabila  Penggugat  ke  sawah  dan

berkumpul dengan orang-orang/laki-laki di sana, padahal Penggugat

pergi kesawah tersebut untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

- bahwa hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat

yang sering curhat dengan saksi selaku anak;
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- bahwa antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah sejak

kurang  lebih  1  (satu)  tahun  yang  lalu,  Penggugat  yang  pergi

meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan di  usir  oleh

Tergugat;

- bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah

menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri; 

- bahwa keluarga  telah  memberi  nasehat  kepada  Penggugat  untuk

rujuk Kembali kepada Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras

untuk bercerai karena tidak sanggup dengan sifat Tergugat;

2.  Saksi 2,  umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu

rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat  dan Tergugat  karena saksi

adalah adik kandung Penggugat;

- bahwa  benar  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang

menikah sekitar akhir tahun 2015;

- bahwa setelah menikah Penggugat  dan Tergugat  membina rumah

tangga  dan  terakhir  tinggal  di  rumah  Tergugat  di  Desa  Tepian

Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya pasangan

suami isteri namun belum di karuniai anak;

- bahwa  setahu  saksi,  sebelumnya  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2015 rumah

tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dikarenakan

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan  Tergugat  dikarenakan  Tergugat  cemburu  berlebihan  kepada

Penggugat  padahal  Penggugat  pergi  kesawah  tersebut  untuk

mencukupi  kebutuhan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,

namun Tergugat tetap tidak suka jikalau Penggugat pergi ke sawah

karena berkumpul dengan orang-orang yang ada di sawah tersebut;
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- bahwa  hal  tersebut  saksi  ketahui  berdasarkan  penglihatan  dan

pendengaran saksi;

- bahwa antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah sejak

kurang lebih sekitar bulan februari tahun 2020, yang meninggalkan

adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat;

- bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah

menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri; 

- bahwa  keluarga  telah  mengupayakan  damai  antara  Penggugat

dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa  setelah  diberi  kesempatan  Penggugat menyatakan  tidak

mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang  pada  pokoknya  menyatakan  tetap  pada  gugatannya  dan  selanjutnya

mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini  cukup ditunjuk segala

hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu

kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-

Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama dan penjelasannya

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,

terakhir  dengan  perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,

maka  penyelesaian  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang

beragama  Islam  di  bidang  perkawinan  merupakan  wewenang  absolut

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam

perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

dibidang  perkawinan,  oleh  karena  itu  maka  Pengadilan  Agama  berwenang

secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap  (in person)  di

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir
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di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal

26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  dan  tidak  ternyata

ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum

(default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan

Tergugat  tidak  hadir  dan  perkara  a  quo  dapat  diperiksa  tanpa  hadirnya

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  65  dan  Pasal  82  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan  perubahan  kedua  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009  jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha

mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali

dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,

semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan

mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat

tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

maka keduanya memiliki  kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-

pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa  setelah  meneliti  surat  gugatan  Penggugat  dan

mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam

perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan

alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  dapat  didengar  jawabannya  di

persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir,  maka secara yuridis formal

Tergugat  dapat  dianggap  tidak  bermaksud  untuk  mempertahankan  hak-hak

keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui
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dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat,

namun tidak serta  merta hal  tersebut  menjadikan gugatan Penggugat  dapat

dikabulkan,  karena  mengingat  perkara  ini  merupakan  perkara  yang

dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (de groten langen);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan ahli  fiqih dalam  Kitab

Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:

Artinya : "Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan

gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka

Majelis  menilai  alasan  perceraian  yang  didalilkan  oleh  Penggugat  adalah

termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  untuk  dikabulkannya  sebuah  perceraian  dengan

alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  dan  Pasal  134

Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1).

Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran  secara  terus  menerus.  (2).  Perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3).

Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  adalah  mengenai  bidang

perceraian  yang dinilai  penting  untuk  ditemukan kebenaran materiilnya,  dan

untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai

dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4

April  2006  tentang  Pemberlakuan  Akta  II  Pedoman Teknis  Administrasi  dan
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Teknis  Peradilan Agama,  Edisi  Revisi  2013,  Majelis  berpendapat  Penggugat

diwajibkan  untuk  mengajukan  bukti-bukti  yang  dapat  mendukung  dalil-dalil

posita dan petitum gugatannya;

Menimbang,  bahwa Majelis  sependapat  dengan  hujjah syari’ah dalam

Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya :  "Apabila dia (Tergugat)  enggan hadir,  atau bersembunyi  atau tidak

diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana

dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang,  bahwa  bukti  P  berupa  fotokopi  kutipan  akta  nikah yang

telah  bermeterai  cukup  sehingga telah  memenuhi maksud  Pasal  2  ayat  (1)

huruf  (a)  dan ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  13 Tahun 1985 tentang Bea

Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2000 dan  telah dicocokan dengan aslinya memenuhi syarat

formil sebagai alat bukti surat; 

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik (authentieke akte)

yang  menerangkan  telah  terjadinya  perkawinan  antara  Penggugat  dengan

Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang

ditetapkan  dalam  ketentuan  perundang-undangan,  oleh  karena  itu,  bukti

tersebut  telah  memenuhi  syarat  materil  suatu  akta  otentik,  yang  kekuatan

pembuktiannya  bernilai  sempurna  (volledig  bewijskracht),  dan  karena

terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga

bernilai mengikat (bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal

1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian,  berdasarkan bukti  P yang telah

memenuhi  syarat  formil  dan  syarat  materil  alat  bukti,  Majelis  Hakim

berkesimpulan  bahwa  telah  terbukti  Penggugat  dan  Tergugat  mempunyai

hubungan hukum sebagai suami istri sah. serta berdasar pada Pasal 7 ayat (1)

Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  hanya  dapat

dibuktikan dengan buku kutipan akta nikah, maka meskipun tidak ada bantahan
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terhadap  keabsahan  perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat,  buku

kutipan  akta  nikah  merupakan  Probationis  Causa.  dalam  hal  ini  dapat

disimpulkan  bahwa  Penggugat  memiliki  kapasitas  hukum  (legitima persona

standi  in  judicio)  untuk bertidak sebagai  pihak dalam perkara gugatan cerai

yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa  oleh  karena  alasan  gugatan  cerai Penggugat

didasarkan pada  ketentuan Pasal 19 huruf f  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim

wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut

dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4

huruf e, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu harus berupaya mengetahui

bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat.  Oleh  karenanya  Penggugat  tetap  dibebani  wajib  bukti  dengan

memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi

keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya; 

Menimbang,  bahwa  para  saksi  yang  dihadirkan  di  persidangan  telah

memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup keluarga

Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin “ lex specialis derogate

legi generali”,merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172

R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf

f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam, sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang menerangkan bahwa

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri  yang  sah  yang

kemudian telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) yang lalu,

dalam hal  ini  saksi  1  (satu)  kurang mengetahui  secara pasti  penyebab dari

berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak memenuhi  ketentuan

Pasal  308  R.Bg,  akan  tetapi  ketentuan  Pasal  308  R.Bg  tersebut

dikesampingkan  oleh  Majelis  Hakim  berdasar  pada  kekhususan  perkara

perceraian yang olehnya dapat dicukupkan dengan mengetahui akibatnya saja
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yakni  berpisah  rumah  sesuai  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI

Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “Keterangan dua

orang  saksi  dalam  sengketa  cerai  yang  hanya  menerangkan  suatu  akibat

hukum  (Rechts  Gevolg)  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  dalil

pembuktian.” Oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang menerangkan bahwa

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri  yang  sah  yang

kemudian telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang

lalu  di  karenakan  sering  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan  Tergugat  dalam  permasalahan  Tergugat  yang  cemburu

berlebihan kepada Penggugat bahkan Tergugat sampai melarang Penggugat

untuk pergi ke sawah di karenakan tidak mau Penggugat berkumpul dengan

orang-orang yang berada di sawah tersebut padahal Penggugat pergi ke sawah

tersebut  untuk  membantu  Tergugat  mencukupi  kebutuhan  rumah  tangga,

Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan, pendengaran

dan  pengetahuannya  sendiri  oleh  karenanya  keterangannya  dapat  diterima

sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  (satu)  dan  saksi  (2)  saling

bersesuaian  antara  satu  saksi  dengan  saksi  lainnya,  oleh  karenanya  telah

memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;  

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  saksi-saksi  memenuhi  syarat

formil  dan  syarat  materil  alat  bukti,  sehingga  Majelis  Hakim  berkesimpulan

bahwa  gugatan  Penggugat  memenuhi  ketentuan  ketentuan  perundang-

undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan);

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi

serta anggapan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-

dalil  gugatan Penggugat,  Majelis  menilai  dalil-dalil  gugatan Penggugat  telah

terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai

berikut:
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 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Buku Kutipan

Akta Nikah Nomor 0438/41/X/2015, tanggal  19 Oktober 2015 dikeluarkan

oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Tanah

Grogot  dan  dari  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  belum

dikaruiai anak;

 Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terus  menerus

terjadi  pertengkaran  disebabkan  Tergugat  cemburu  berlebihan  kepada

Penggugat padahal  Penggugat pergi  kesawah tersebut  untuk mencukupi

kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap

tidak suka jikalau  Penggugat  pergi  ke  sawah karena berkumpul  dengan

orang-orang yang ada di sawah tersebut;

 Bahwa  sekitar  kurang  lebih  1  (satu)  tahun  yang  lalu  Penggugat  dan

Tergugat  telah  berpisah  dikarenakan  Penggugat  pergi  dari  tempat

kediaman  bersama  karena  di  usir  oleh  Tergugat  dan  selama  berpisah

antara  Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir

maupun batin;

 Bahwa Majelis  berpendapat  kesemuanya  itu  (pertengkaran  dan  pisah

rumah)  merupakan  faktor  yang  sangat  prinsip  dan  sangat  berpengaruh

terhadap keutuhan rumah tangga;

 Bahwa  upaya  yang  dilakukan  untuk  mendamaikan  pihak  berperkara,

melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan

untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

 Bahwa  Penggugat  sampai  pada  tahap  kesimpulan  masih  tetap

bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  alasan  gugatan  cerai  Penggugat

didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim

wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut

dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4

huruf e, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu harus berupaya mengetahui
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bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  tentang  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran

yang menyebabkan pisah rumah sebagaimana tersebut di atas sejauh bukti-

bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak

perlu dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya

perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah rumah tersebut (vide

Yurisprudensi Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991), maka sejauh yang

telah diakui Tergugat tersebut  in casu adanya perselisihan dan pertengkaran

sehingga  mengakibatkan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pisah

tempat tinggal,  maka sejauh yang telah terbukti  tersebut oleh Majelis Hakim

dinilai sebagai fakta hukum tetap;

Menimbang,  bahwa  upaya  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  Majelis

Hakim pada setiap sidang ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya. Fakta

tersebut  di  atas  merupakan  suatu  bukti  dan  menjadi  fakta  hukum  bahwa

kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  sudah  pecah

(broken  marriage)  dan  tidak  ada  lagi  harapan  untuk  kembali  hidup  rukun

sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  suatu  perkawinan  yang  di

dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan

rumah tangga  bahagia  yang penuh  rahmah dan  kasih  sayang seperti  yang

diharapkan oleh pasangan suami isteri,  justru sebaliknya akan menimbulkan

kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu  pihak atau

kedua belah pihak.  Hal  tersebut  sejalan  dengan pakar  Hukum Islam dalam

Kitab  Madza  Hurriyatuz  Zaujaeni  fii  Athalaq  yang  diambil  alih  menjadi

pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan : 

ينفع           يعد ولم الزوجية الحياة تضطرب حين الطالق نظام اختاراإلسالم وقد

ألن             روح غير من صورة الزوج الربطة تصبح وحيث صلح وال نصائح فيها

الزوجين      أحد على يحكم ان  اإلستمرارمعناه

روح     تأباه وهذا المؤبد بالسجن

العدالة
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Artinya  :  “Islam  memilih  perceraian  ketika  rumah  tangga  sudah  dianggap

guncang/tidak  harmonis  dan  tidak  bermanfaat  lagi  nasihat

perdamaian  dan  hubungan  suami  isteri  sudah  hilang  (tanpa  ruh)

sebab  dengan  meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum salah

satu  istri  atau  suami  dalam  penjara  yang  berkepanjangan,  hal

tersebut  adalah  suatu  bentuk  penganiayaan  yang  bertentangan

dengan semangat keadilan”; 

Menimbang,  bahwa  di  samping  itu,  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan filosofis

perkawinan yang suci  yakni  untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

mawaddah  wa  rahmah  sebagaimana  dikehendaki  dalam  rumusan  pasal  3

Kompilasi  Hukum Islam  di  Indonesia  Jo.  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud. Dengan

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik,

oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan

keluarga,  maka  perceraian  merupakan  pilihan  yang  dianggap  lebih  ringan

madlaratnya, hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yaitu : 

ضررا        أعظمهما روعي مفسدتان تعارض إذا

أخفهم  ابارتكاب

Artinya :  “  Jika dihadapkan pada dua mafsadat,  maka mafsadat  yang lebih

besar  harus  dihindari  dengan  cara  mengambil  mafsadat  yang  lebih

ringan”; 

Menimbang,  bahwa dengan pertimbangan diatas  maka rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  benar-benar  telah  pecah,  dan  sulit  untuk

dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama

berpisah keduanya tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri

karena itu majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah

Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “ Suami isteri yang

tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai

pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”; 
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Menimbang,  bahwa  dalam  kasus  perceraian  sesuai  Yurisprudensii

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober

1996,  Majelis  Hakim dalam persidangan bukan semata  mencari  siapa yang

bersalah  dan/atau  siapa  yang  benar  serta  siapa  yang  menjadi  penyebab

terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran,  akan  tetapi  lebih  ditujukan  pada

adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah,

dan dalam perkara a quo telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta di persidangan; 

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai

dengan Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai

dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31

dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai

tasrih bi ihsan dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy

Syifa’ yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208

yang Artinya : “Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul

sebagai  suami  isteri,  niscaya  akan  bertambah  buruk  dan  memperuncing

peselisihan, serta kehidupan menjadi suram”; 

Menimbang,  bahwa  maksud  Penggugat  untuk  bercerai  dari  Tergugat

telah  sejalan  dan  tidak  bertentangan  dengan  dalil  fiqhiyah  dalam  Kitab  Fiqh

Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim

sebagai berikut:

بين العشرة دوام معه ليستطاع بما بها اضرارالزوج الزوجة ادعت اذا

القاضى يطلقها وحينئذ التفريق القاضى من تطلب ان لها يجوز امثلهما

بينهما الصلح عن وعجز الضرر ثبت اذا بائنة طلقة

Artinya:  Apabila  seorang  isteri  mengugat  suaminya  telah  memberikan

kemadharatan  kepadanya  dengan  sesuatu  yang  tidak  mampu  lagi

untuk  bergaul  antara  keduanya,  maka  boleh  bagi  isteri  untuk

memohon  kepada  hakim  agar  menceraikannya.  Dan  pada  saat  itu

hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan

dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

Majelis  menyimpulkan harus  dinyatakan Tergugat  tidak  hadir  sesuai  dengan

Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian

alasan  perceraian  yang  diajukan  oleh  Penggugat  tersebut  telah  memenuhi

maksud ketentuan 39 ayat  (2)  huruf  f  Penjelasan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karenanya  Majelis

berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua)

dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2

(dua)  dalam  surat  gugatannya,  dan  oleh  karena  perceraian  ini  adalah

perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal

119 ayat  2  huruf  a  Kompilasi  Hukum Islam talak  yang dijatuhkan terhadap

Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang,  bahwa  hal  tersebut  telah  relevan  dengan  pendapat  ahli

Hukum Islam  Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman

248  yang  diambil  oleh  Majelis  Hakim  sebagai  pendapat  sendiri  yang

menyatakan sebagai berikut: 

Artinya:  "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan

pengakuan  suami,  sementara  perbuatan  menyakiti  termasuk

penyebab  tidak  langgengnya  rumah  tangga  antara  keduanya,  di

samping  itu  hakim  juga  sudah  tidak  bisa  mendamaikan  keduanya

maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak

satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka

bagi  Penggugat  terdapat  waktu  tunggu  (masa  iddah)  selama  tiga  kali  suci

(sekurang-kurangnya  sembilan  puluh  hari)  dikarenakan  perceraian  tersebut
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ba’da  dukhul sebagaimana  maksud  Pasal  153  ayat  (4)  dan  Pasal  155

Kompilasi  Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat  wajib

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan

azas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkara

ini  harus  dibebankan  kepada  Penggugat  yang  jumlahnya  seperti  tercantum

dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI 

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat terhadap

Penggugat;

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sebesar  Rp.

476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Tanah  Grogot  pada  hari  Selasa  tanggal  04  Agustus  2020 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  14  Dzulhijjah  1441 Hijriah  oleh  Rusdiana,  S.Ag.

sebagai  Ketua  Majelis,  Akhmad Adib  Setiawan,  S.H.I.  dan  Alfajar  Nugraha,

S.H.I.,  M.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. Nasa'i

sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis, 
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Rusdiana, S.Ag.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

  
Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. Nasa'i 

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Biaya ATK Perkara : Rp.  50.000,00

3. Biaya  PNBP
Panggilan

: Rp. 20.000,00

4. Biaya Panggilan : Rp.  360.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp.  6.000,00

JUMLAH : Rp.  476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
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